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Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Prof. Dr.Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712

Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman:
http://www.inspelctorat. bantulkab.go.id Posel :

inspektorat@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 16 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL,

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan  pelayanan, setiap  penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan pada huruf
a. maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur tentang
Penetapan Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nornor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lemba.ran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357),

Peraturan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 615).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pubiik
Nasional,

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayvanan Publik (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 139).

Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang
Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata
Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

Menetapkan Standar Pelavanan pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian vang tidak terpisahkan
darn keputusan ini.

Ruang lingkup Standar Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul sebagaimana, dimaksud Diktum
KESATU meliputi:
1. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
2. Pelayanan Perm.ohonan Narasumber;



3. Pelayanan Permohonan Informasi/ Data;

4. Pelayanan Konsultasi:

5. Pelayanan Jasa Advisory:

6. Pelayanan Pengaduan Gratifikasi:

7. Pelayanan Surat Keterangan Bebas Temuan.

Standar Pelayanan sebagaimana terlarnpir dalam
Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam
penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Perangkat
Daerah, aparat pengawas dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA

KEEMPAT : Segala biaya vyang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini  dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bantul.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul oy

NIP19711230199603 1002

Keputusan_ini disampaikan kepada:
1. Bupati Bantul sebagai laporan,;
2. Arsip.




Lampiran 1

Tanggal
Tentang

Keputusan Inspektur Kabupaten
Bantul Nomor

. 16 Tahun 2026
: 23 Februari 2026
: Standar Pelayanan Pada Inspektorat Daerah

Kabupaten Bantul

PENANGANAN PENGADUAN

MASYARAKAT

Penyampaian Pelayanan {Service Delivery)

No

Komponen

Keterangan

1.

Persyaratan

I.

2.

Adanya pengaduan Masyarakat (baik secara
lisan maupun tertulis)

Copy Kartu Identitas/ KTP 1 (satu) lembar

Prosedur

Masyarakat Petugas Penerima Inspektur
surat/ telepon

Keterangan:

i.

Masyarakat menyampaikan pengaduan baik
secara lisan/ tertulis, melalui telepon. Email dan

Kotak Saran.

. Masyarakat  mendapat konfirmasi bahwa

pengaduan diterima dan akan ditindaklanjuti.

. Masyarakat menunggu tindak lanjut Inspektorat;
. Masyakarat mendapat hasil tindak lanjut dari

Inspektorat.

Waktu pelayanan

10 (sepuluh) hari

Biaya Pelayanan

o @l sl w

Produk
Layanan
Pengelolaan

Pengaduan

Tidak dikenakan biaya (gratis)

Rekomendasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

1

ok b N

. Datang langsung ke Inspektorat Daerah

Kabupaten Bantul (Jalan Prof. Dr. Soepomo
Nomor 202 Bantul)

. Telepon (0274) 367 325
. https:/ /wbs_ bantulkab.go.id

. Email : inspektorat@bantulkab.gco.id

. Lapar SP4N




Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No

Komponen

Keterangan

Dasar Hukum

L

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun
2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional,

Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan
Pengaduan (Wistleblower System) di Lingkungan

Pemerlntah Kabupaten Bantul.

Sarana Prasarana
dan/ atau

Fasilitas

— 0 ® N U A WN

. Mejakantor;

Komputer;

Printer;

Alat rulis kantor,

Telepon (0274) 367 325;
Almari arsip;

Kotak saran;

Binder standar pelayanan;
Ruang tunggu;

. Kendaraan operasional.

Kompetensi

Pelaksana

N

Menguasali tata bahasa yang baik;

Mampu melakukan koordinasi,

Memahami kode etik dan etika perilaku,

Menguasai komputer:;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku:

Pengelolaan pengaduan dikelola dengan baik dan
profesional

Pengawasan

Internal

: Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara

berjenjang




No Komponen Keterangan
5. | Jumiah Pelaksana 37 (tiga puluh tujuh) orang vang terdiri dari:
a. 5orang [rban:
b. 20 orang Auditor;
c. 10 orang PPUPD;
d. 2 orang petugas penerima surat/ telepon.
6. | Jaminan 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar v ang
Pelavanan telah ditetapkan:
2. Petugas penyelenggara layanan memiliki
kompetensi vang memadai dan santun.
7. | Jamman 1. Identitas pelapor akan dirahasiakan:
Keamanan dan 2. Pelayanan diberikan secara cepat. tepat dan
Keselamatan hasiinya dapat dipertanggunygjawabKkan.
8. | Evaluasi Kinerja Dilaksanakan evaluasi kinerja | (satu) tahun sekali

Pelaksanaan

Ditetapkan di Bantul
al 23 Februari 2026

4 K* ‘l i\
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‘\C;r AParhbina’ Utama Muda,iv/ ¢
NIPT197112301996031002

A\ DrsYPRISNA MANURUNG, MLSi,



La mpiran Il Keputusan Inspektur Kabupaten Bantu

Nomor : 16 Tahun 2026
Tanggal : 23 Februari 2026
Tentang . Standar Pelayanan Pada Inspektorat Daerah

Kabupaten Bantul

PELAYANAN PERMOHONAN
NARASUMBER

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No Komponen Keterangan

1. { Persyaratan Adanya surat permohonan dari Lembaga
Masyarakat.

Kalurahan, Perangkat Daerah dan lain-lain.

2. | Prosedur

Lembaga  Petugas Penerima Inspektur
Masyarakat, telepon/ surat
Kalurahan,

Perangkat
Daerah

Keterangan:

1. Lembaga Masyarakat. Kalurahan, Perangkat
Daerah bersurat;

2. Lembaga Masyarakat, Kalurahan, Perangkat
Daerah mendapatkan informasi:

3. Lembaga Masyarakat, Kalurahan, Perangkat

Daerah mendapatkan jadwal.

3. | Waktu pelayanan 2(dua)hari

4. | Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya (gratis)

5. | Produk Layanan Narasumber dan materi

6. | Pengelolaan 1. Datang langsung ke Inspektorat Daerah
Pelayanan Kabupaten Bantul (Jalan Prof. Dr. Soepomo

Nomor 202 Bantu!)
2. Telepon (0274) 367 325

3. Email: inspektorat@bantulkab.go.id




Pengelolaan Pelayanan (Maonufacturing)

No

Komponen

Keterangan

Dasar Hukum

I.

S

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Menter1  Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengeloiaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara
Nasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1170);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 30);

b2

SaranaP.rasarana
dan/ atau
Fasilitas

= 0 ® Nk LT

o]

Meja kantor;

Komputer,

Printer;

Alat tulis kantor;
Telepon (0274} 367 325
Almari arsip;

Kotak saran;

Binder standar pelayanan;
Ruang tunggu:

. Kendaraan operasional.

Kompetensi

Pelaksana

Menguasai tata bahasa yang baik;

Mampu melakukan koordinasi,
Memahami kode etik dan etika perilaku;
Menguasai komputer;

Memabarm Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

Mampu memberikan pengetahuan




No Komponen Keterangan
4.} Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
internal secara
berjenjang
5. | Jumlah 38(tiga puluh detapan) orang yang terdin dari:
Pelaksana a 1 orang Inspektur;
b. lorang Sekretans
C. 5 orang Irban:
d. 20orang Auditor;
¢. 10orang PPUPD;
f. lorang petugas penerima surat/ telepon.
6. | Jaminan 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar
Pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Petlugas penyelenggara  Jayanan
memihiki
Kompetensi yang memadai dan santun.
7. | Jaminan Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan
Kearnanan evaluasi obyektif.
dan
Keselamatan
8. | Evaluasi Kinerja Dilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun

Pelaksanaan

sekali

Ditetapkan di Bantul
_—Padatahggal 23 Februari 2026

AB¢

-2

* o Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.
N E,Embfn?,Utama Muda,iv/ ¢
TENEPT9711230199603 1002




Lampiran [lI Keputusan Inspektur Kabupaten
Bantul Nomor : 16 Tahun 2026

Tanggal
Tentang

: 23 Februan 2026
: Standar Pelayanan Pada Inspektorat Daerah

Kabupaten Bantul

PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASV/

DATA

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No

Komponen

Keterangan

Persyaratan

Adanya surat permintaan dari masyarakat,
Lembaga Masyarakat, Perangkat Daerah dan lain-
lain.

Prosedur

Masyarakat, Petugas Penerima Inspektur

[.embaga Surat/Tlp
Masyarakat,

Perangkat

Daerah

Keterangan:

1. Masyarakat, [Lembaga Masyarakat dan
Perangkat Daerah menyampaikan surat
permintaan informasi;

2. Petugas pengelola menerima surat dari
masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Perangkat
Daerah;

3. Masyarakat, Lembaga Masvarakat dan
Perangkat Daerah menunggu jawaban:

4. Masyarakat, L.embaga Masyarakat dan
Perangkat Daerah mendapatkan jawaban.

Waktu pelayanan

2(dua)hari

Biaya Pelayanan

Tidak dipungut biaya (gratis)

o wulalw

Produk
Layanan
Pengelolaan

Pelayanan

Informasi

1. Datang langsung ke Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul (Jalan Prof. Dr. Soepomo
Nomor 202 Bantul)

2. Telepon (0274) 367 325

3. Email: inspektorat@bantulkab go.id




Pengelolaan Pelayanan {Marnufacturing)

No Komponen Keterangan
1. | Dasar Hukum I. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang- Undang Nomor [4 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Infonnasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 30);,
2. | Sarana Prasarana 1. Mejakantor;
dan/ atau 2. Komputer;
Fasilitas 3. Printer;
4. Alat tulis kantor;
5. Telepon (0274) 367 325
6. Almari arsip;
7. Kotak saran;
8. Binder standar pelayanan;
9. Ruang tunggu;
10. Kendaraan operasional.
3. | Kompetensi l. Menguasat tata bahasa yang baik;
Pelaksana 2. Memahami kode etik dan etika perilaku:
3. Menguasai komputer:
4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
5. Mampu memberikan :informasi
4. | Pengawasan Pengawasan diiakukan oleh atasan langsung secara
Internal berjenjang
5. | Jumlah Pelaksana | : 38 (tiga puluh delapan) orang yang terdiri dari:




No Komponen Keterangan
a. 1orang Inspektur;
b. 1 orang Sekretaris
C. 5 orang Irban:
d. 20orang Auditor;
10 orang PPUPD;
f. 1 orang petugas penerima surat/ telepon.
6. | Jaminan 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar
Pelayanan yvang telah ditetapkan:
2. Petugas penyelenggara tayanan memiliki
kompetensi yang memadai dan santun.
7. | Jaminan Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan evaluasi

Keamanan dan
Keselamatan

obyektif,

Evaluast Kinerja

Pelaksanaan

Dilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun

sekali

Ditetapkan di Bantul

_Pada ganggal 23 Februari 2026

g

\* \%Dis, TRISNA MANURUNG, M.Si.
~ Pgmbifra Utama Muda,iv/ ¢
“NIP--197112301996031002



Lampiran [V Keputusan Inspektur Kabupaten Bantu!

Nomor : 16 Tahun 2026
Tanggal : 23 Februari 2026
Tentang . Standar Pelayanan Pada Inspektorat Daerah

Kabupaten Bantul

PELAYANAN KONSULTASI

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No Komponen Keterangan

1. | Persyaratan Adanya pennohonan konsultasi dari Perangkat
Daerah, BUMD. Masyarakat dan lain-fain (baik
secara lisan maupun tertulis)

2. 1 Prosedur

Perangkat Petugas Inspektur
Daerah. Penerima
Masyarakat. surat/ telepon
SUMO
Keterangan:

1. Perangkat Daerah, BUMD, Masyarakat dan lain-
lain menyampaikan permohonan konsultasi baik
secara tertulis;

2. Perangkat Daerah. BUMD, Masyarakat dan lain-
lain mendapatkan konfinnasi bahwa
permohonan konsultasi akan ditindaklanjuti;

3. Perangkat Daerah, BUMD. Masyarakat dan lain-
lain menunggu jadwal konsultasi:

4. Perangkat Daerah, BUMD. Masyarakat dan lain
lain mendapatkan konsultasi.

3. | Waktu pelayanan 5 (lima} hart

4. | Biaya Pelayanan Tidak dipungut biaya (gratis)

5. | Produk Layanan Informasi

6. | Pengelolan 1. Datang langsung ke Inspektorat Daerah
Pengaduan Kabupaten Bantul (Jalan Prof. Dr. Soepomo

Nomor 202 Bantul)
2. Telepon (0274) 367 325

3. Website : e-konsultasi

4. Email. inspektorat@bantulkab.go.id




Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No

Komponen

Keterangan

Dasar Hukum

—

)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
Undang- Unclang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 30);

o

Sarana Prasarana
dan/ atau
Fasilitas

]

Meja kantor:

Komputer;

Printer;

Alat tulis kantor;

Telepon (0274) 367 325
Almart arsip;

Kotak saran;

Binder standar pelayanan;
Ruang tunggu;

0. Kendaraan operasional.

Kompetensi

Pelaksana

Menguasai tata bahasa yang baik:

Memahami kode etik dan etika. perilaku;

Menguasal komputer;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

Mampu memberikan informasi

Pengawasan

Internal

Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara

berjenjang




No Komponen Keterangan
5. Jumlah 28 (dua puluh delapan) orang vang terdiri dari:
Pelaksana a. | orang Inspektur;

b. 1 orang Sekretaris;

C. 5 orang Irban,

d. 3 orang Kasubag;

e. 10 orang Auditor:

f. 6 orang PPUPD:

g. 2 orang petugas penerima surat/ telepon.

6. | Jaminan 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar
Pelayanan yang telah ditetapkan:

2. Petugas penyelenggara layanan
memiliki kompetensi yang memadai dan
santun.

7. | Jaminan Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan
Keamanan evaluasi obyektif.
dan
Keselamatan

8. | Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan

Dilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun
sekali

_—Ditetapkan di Bantul

5 2 Dis ERISNA MANURUNG, M.Si.
“==Pembina Utama Muda,iv/ ¢
NIP.197112301996031002




Lampiran V. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul

: 16 Tahun 2026

: 23 Februari 2026

: Standar Pelayanan Pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul

Nomor
Tanggal
Tentang

PELAYANAN JASA ADVISORY

Penyampaian Pelayanan {Service Delivery)

No Komponen Keterangan
1. | Persyaratan I. Surat dari Perangkat Daerah kepada Inspektur.

2. Perangkat Daerah menyiapkan data/ kelengkapan
terkait  kegiatan yang akan  dimintakan
pendampingan.

2. | Prosedur I. Perangkat Daerah membuat Surat Permohonan
kepada Inspektur Daerah Kabupaten Bantui;

2. Surat diagendakan dan didisposisi ke Irban
melalui Sekretaris untuk ditindak lanjuti;

3. Sekretaris meneruskan kepada Irban berikut Surat
Tugas Tim kepada Perangkat Daerah untuk
dilakukan pendampingan;

4. Pendampingan dilaksanakan;

5. Menyusun laporan hasil pendampingan.

3. | Waktu pelayanan 10 (sepuluh) hari
4. | Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya (gratis)

5. | Produk Layanan Laporan Hasil Pendampingan dan Pokok-Pokok
Hasil Pendampingan
6. | Pengelolan i. Datang langsung ke Inspektorat Daerah
Pengaduan Kabupaten Bantul (Jalan Prof. Dr. Soepomo

2.

3.

Nomor 202 Bantul)
Telepon (0274) 367 325

Ematil: inspektorat@bantulkab._go.id




Pengelolaan Pelayanan (Manufar: turing)

No

Komponen

Keterangan

1.

Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

5

a.
b.

2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846},
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 30).
2. | Sarana Prasarana l. Megja kantor;
dan/ atau 2. Komputer;
Fasilitas 3. Printer;
4. Alat tulis kantor;
5. Telepon (0274) 367 325
6. Almari arsip
7. Kendaraan operasional,
3. | Kompetensi 1. Menguasai tata bahasa yang baik;
Pelaksana 2. Memahami kode etik clanetika perilaku:
3. Menguasai komputer:
4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
5. Mampu memberikan informasi
4. | Pengawasan Pengawasan mlakukan oleh atasan langsung secara
Internal berjenjang
5. | Jumlah Pelaksana 39 (tiga. puluh sembilanj orangyang terdiri dari:

1 orang Inspektur;

| orang Sekretaris;




No Komponen Keterangan
C. 5 orang Irban;
d. ! orang Kasubag;
e. 20orang Auditor;
f. 10 orang PPUPD;
g. | orang petugas penerima surat/ telepon.
6. | Jaminan 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar
Pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Petugas penyelenggara layanan memitiki
kompetensi yang memadai dan santun.
7. | Jaminan Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan evaluasi
Keamanan obyekuf.
dan

Keselamatan

Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan

Dilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun

sekali

Ditetapkan di Bantul
___Pada tanggal 23 Februari 2026 oy

Drs. . A MANURUNG, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/ ¢
NIP.197112301996G31002

-



Lampiran VI Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul

: 16 Tahun 2026

. 23 Februari 2026

: Standar Pelayanan Pada  Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul

Nomor
Tanggal
Tentang

PELAYANAN PENGADUAN

GRATIFIKASI

Penyampaian Pelayanan (Seroice Delivery)

No Komponen Keterangan
1. | Persyaratan 1. Data laporan gratifikasi yang memuat
Pelayanan a. Data diri penerima dan pemberi gratifikasi;
b. Jabatan pegawal negeri atau penyelenggara
Negara;
¢. Tempat dan Waktu penerimaan gratifikasi;
d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima;
e. Nilai atau taksiran; dan
f. Kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi.
2. File Scan atau Foto Bukti Gratifikasi: dan
3. File Daftar Rincian Pemberian Gratifikasi.
2. | Prosedur 1. Aparatur Sipil Negara (ASN} menyampaikan
laporan melalui Aplikasi Gratifikasi Online Bantul
(GOB).
2. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan
ketentuan Peraturan perundang-undangan.
3. | Waktu pelayanan 5 (lima) hari
4. { Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya (gratis)
5. | Produk Layanan I. Laporan akan dilakukan reviu awal;
2. Menyampaikan hasil penetapan status
kepemilikan Gratifikasi dari Kornisi
Pemberantasan Korupsi pada kesempatan pertama
kepada pelapor; dan
3. Kewajiban Penyerahan Gratifikast yang berbentuk
uang dan atau barang rnelalui UPG atau secara
langsung Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,
dilakukan setelah mendapatkan Penetapan Status
Kepemilikan Gratifikasi Oleh Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi.
6. | Pengelolan 1. Datang langsung ke Inspektorat Daerah
Pengaduan Kabupaten Bantul (Jalan Prot. Dr. Soepomo

[\

Nomor 202 Bantul)

. Telepon (0274) 367 325
. Email : inspektorat@bantulkab.go.id




Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing}

No

Komponenr

Keterangan

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Publik Republik

Indonesia Tahun Tambahan

Pelayanan (Lembaran Negara
2009 Nomor 112,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

[

SaranaPrasarana
dan/ atau Fasilitas

i S a

Meja kantor;

Komputer;

Printer;

Alat ttilis kantor;
Telepon (0274) 367 325

Kompetensi
Pelaksana

—_—

N

5.

Menguasai tata bahasa yang baik;

Memahamt kode etik den etika perilaku;
Menguasai komputer;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

Mampu memberikan informasi

Pengawasan

Internal

: Pengawasan diiakukan oleh atasan langsung secara

berjenjang

Jumiah Pelaksana

a.

b.
c.
d

: & (delapan) orang yang terdirl darl:

| orang Inspektur;
| orang Sekretaris;
1 orang Irban;

5 orang Auditor;

Jaminan

Pelayanan

o 1.

o)

Melaksanakan layanan sesuai dengan standaryang
telab ditetapkan;
Petugas memiliki

penyelenggara layanan

kompetensi yang memadai dan santun.




No

Komponen

Keterangan

Jaminan
Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan

evaluasi obyektif,

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

Dilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun
sekali

Ditetapkan di Bantul
_~Padatahggal 23 Februari 2026 o

-

TATA S

\ \“ \‘
% Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.
“Pembina Utama Muda, IV/ ¢

NIP.197112301996031002




Lampiran VII Keputusan Inspektur Kabupaten
Bantul Nomor : 16 Tahun 2026

Tanggal
Tentang

: 23 Februari 2026
. Standar Pelayanan Pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul

PELAYANAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No

Komponen

Keterangan

1

Persyaratan

1. Surat Permohonan vyang ditujukan
kepada Inspektur;
2. SK Pangkat Terakhir.

Prosedur

ASN PetugasPenerima Inspektur
surat/ telepon

Keterangan:
1. Pemohon mengajukan Permohonan Penerbitan
Surat  Keterangan  Bebas  Temuan dan

melampirkan dokumen persyaratan;

I

. Kasubbag  Evaluasi Data dan  Pelaporan
menindakianjuti proses penerbitan Surat
Keterangan Bebas Temuan,;

3. Sekretaris Inspektorat menyampaikan kepada
Inspektur untuk ditandatangani:

4. Pengambilan Surat Keterangan Bebas Temuan
oleh Pemohon.

Waktu pelayanan

2(dua)hari

Biaya Pelayanan

Tidak dikenakan biaya (gratis)

Produk Layanan

Surat Keterangan Bebas Temuan

o w| Al w

Pengelolaan

Pengaduan

|. Datang langsung ke Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul (Jalan Prof. Dr. Soepomo
Nomor 202 Bantul)

2. esurat.bantulkab.go.id

3. Telepon (0274) 367 325




Pengelolaan Pelayanan (Manufucturing}

No

Komponen

Keterangan

Dasar Hulrum

E

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembamn Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 WNomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Dacrah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
{Lembaran Daecrah Kabupaten Bantu!Tahun 2014
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bantu! Nomor 30).

19

SaranaPrasarana
dan/ atau
Fasilitas

Maja kantor;

Komputer;

Printer:

Alat tulis kantor;
Telepon (0274) 367 325,

Almariarsip;

R

Kompetensi
Pelaksana

Menguasai tata bahasa yang baik;
Mampu melakukan koordinasi,
Memahami kode etik dan etika perilaku;
Menguasai komputei ;

TR C

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku,

Pengawasan
Internal

Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara
berjenjang

Jumtah Pelaksana

5 (lima) orang yang terdiri dari:
a | oranglnspektur;

b. I orangSekretaris;

1 orang Kasubbag,

A e

2 orang petugas penerima surat/tclepon.

Jaminan
Pelayanan

—_—

. Melaksanakan layanan sesuai dengan standaryang
telah ditetapkan;

e

Petugas penyelenggara layanan memiliki

kompetensi yang memadai dan santun.




No

Komponen

Keterangan

Jaminan
Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan diberikan secara cepat. tepat dan

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan

Dilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun
sekali

Ditetapkan di Bantul
~“Padajtanghal 23 Februari 2026

\\_ 4Drs, TRISNA MANURUNG, M.Si.

“Pembina Utama Muda, [V/ c
NIP.197112301996031002




